
BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA
SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeloalaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan, Analisis Standar
Belanja dan Harga Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah di ubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2021 Nomor 5);

14.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN,
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Bumbu.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu.

6. Standar Harga Satuan yang selanjutya disingkat SSH
adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku
di Daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya
dalam satu periode tertentu.

7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah standar yang digunakan untuk Penilaian
Kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan
dalam Rencana Kerja dan Anggran Perangkat Daerah
untuk melaksanakan suatu kegiatan.

8. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga
barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas
dalam 1 (satu) periode tertentu.

9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat
HSPK adalah barang per unit yang ditetapkan
berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD.

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat



KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

12. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
dengen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah
tersedianya SHS, ASB dan HSPK yang digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan
penyusunan RKA SKPD.

(2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah agar
penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan
dengan efektif, efisien, ekonomis, akuntabel.

Pasal 3

(1) SSH, ASB dan HSPK tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(2) Penjelasan tentang SSH, ASB dan HSPK tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB II
FUNGSI SHS, ASB DAN HSPK

Pasal 4

(1) SHS, ASB dan HSPK berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi; dan
b. estimasi.

(2) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupkan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui saat
penyusunan RKA SKPD.

(3) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat
pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan prinsip:
a. keadilan
b. kewajaran;



c. ekonomis;
d. transparan
e. efisiensi
f. efektifitas; dan
g. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(4) Sasaran penetapan SHS, ASB dan HSPK meliputi :

a. satuan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang
pembiayaanya baik sebagian atau seluruhnya bersumber
dari APBN/APBD; dan

b. satuan kegiatan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
dilakukan oleh individu/badan usaha yang bekerja di
wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

(5) Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber
dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah
dalam negeri oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PERUBAHAN SHS, ASB dan HSPK

Pasal 5

(1) Perubahan Peraturan Bupati tentang SHS, ASB dan HSPK
dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka untuk:
a. mengkoordinir perubahan harga sesuai perkembangan

pasar;
b. mengkoordinir item barang yang belum tercantum pada

Peraturan Bupati ini; dan/atau
c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan harga yang melebihi standar
harga/biaya atau adanya usulan baru diatur sebagai
berikut:
a. Pimpinan SKPD mengusulkan perubahan kepada Bupati

c.q Sekretaris Daerah.
b. Sekretaris Daerah melalui Tim penyusunan SSH dan

SBU mengkaji usulan sebagaimana dimaksud huruf a.
(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan SHS, ASB dan
HSPK.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Kepala Bagian Hukum

ERLI YULI SUSANTI, SH. MH
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19840714 201001 2 038

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
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